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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa 

Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan buku berjudul "Pengantar Krimonologi" ini. Buku ini 

hadir sebagai upaya untuk memberikan peta awal yang komprehensif 

dan mudah dipahami mengenai dunia kriminologi ilmu yang terus 

berkembang dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat 

kontemporer. 

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, 

pelaku kejahatan, korban, serta respon masyarakat dan negara 

terhadap fenomena tersebut, memiliki peran strategis. Pemahaman 

yang mendalam tentang kriminologi tidak hanya penting bagi para 

akademisi dan praktisi di bidang hukum, kepolisian, atau 

pemasyarakatan, tetapi juga bagi setiap warga negara yang peduli 

akan terciptanya keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial. 

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pembahasan 

mengenai hakikat, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan 

kriminologi, dilanjutkan dengan berbagai teori kriminologi klasik, 

modern, hingga kontemporer. Selain itu, dibahas pula aspek-aspek 

penting seperti viktimologi (ilmu tentang korban), pengukuran 

kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan konvensional dan baru 

(cybercrime), serta peran sistem peradilan pidana. Penulis berusaha 

menyajikan konsep-konsep teoretis dengan contoh-contoh kasus yang 

kontekstual, agar pembaca dapat lebih mudah menangkap hubungan 

antara teori dan realitas sosial. 

Akhir kata, penulis berharap buku "Pengantar Krimonologi" ini 

dapat menjadi jembatan awal bagi siapa saja yang ingin mendalami 

studi kriminologi. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan 

manfaat, tidak hanya untuk menambah khazanah keilmuan, tetapi juga 

untuk mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran kritis dan solutif 

dalam mencegah serta mengatasi masalah kejahatan di tengah 

masyarakat. 
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Pengertian Kriminologi 
1. Genealogi Istilah Kriminologi 

Secara etimologis, istilah "kriminologi" berasal dari dua kata, yaitu 

"crimen" (bahasa Latin) yang berarti "kejahatan" dan "logos" 

(bahasa Yunani) yang berarti "ilmu pengetahuan" atau "kajian 

rasional." Oleh karena itu, kriminologi dapat diartikan sebagai 

ilmu yang mempelajari tentang kejahatan secara ilmiah. Istilah ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang 

antropolog asal Prancis, pada akhir abad ke-19 (Topinard, 1885). 

Namun, tokoh yang dianggap sebagai pelopor kriminologi modern 

adalah Cesare Lombroso, seorang dokter dan ahli antropologi asal 

Italia, yang melalui karyanya L’Uomo Delinquente (Manusia 

Penjahat) mengkaji perilaku kriminal berdasarkan faktor biologis 

(Lombroso, 1876). 

Kriminologi kemudian berkembang dari sekadar studi 

biologis ke arah sosial dan psikologis. Dalam perkembangannya, 

kriminologi menjadi disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner 

karena memanfaatkan teori dan metode dari sosiologi, psikologi, 

hukum, ekonomi, dan antropologi untuk memahami fenomena 

kejahatan (Bonger, 1981). 

 

2. Definisi Kriminologi Menurut Para Ahli 

Kriminologi dalam pandangan beberapa ahli hukum dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah 

“the body of knowledge regarding crime as a social 

phenomenon, including the making of laws, the breaking of laws, 

and society’s reaction toward the breaking of laws.” 

(Sutherland, 1966). Artinya, kriminologi merupakan 

kumpulan pengetahuan ilmiah tentang kejahatan sebagai 

fenomena sosial, mencakup proses pembentukan hukum, 

pelanggaran hukum, serta reaksi masyarakat terhadap 

pelanggaran tersebut. 

2. Frank E. Hagan mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang 

berfokus pada studi ilmiah tentang kejahatan, penyebabnya, 

akibatnya terhadap masyarakat, serta tanggapan sosial 

terhadap perilaku kriminal (Hagan, 2011). 
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3. Soerjono Soekanto, salah satu pakar hukum Indonesia, 

mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, 

serta usaha penanggulangan kejahatan dari sudut pandang 

sosial dan hukum (Soekanto, 1983). 

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kriminologi bukan hanya mengkaji pelaku kejahatan, tetapi juga 

sistem sosial yang melingkupinya, termasuk hukum, masyarakat, 

serta institusi penegak hukum. 

 

3. Kriminologi sebagai Ilmu Multidisipliner 

Kriminologi dikenal sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner 

karena tidak dapat berdiri sendiri dalam memahami fenomena 

kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks, 

yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan 

faktor biologis, psikologis, ekonomi, politik, dan budaya 

(Soekanto, 1983). Oleh sebab itu, pendekatan tunggal tidak cukup 

untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan dan 

bagaimana masyarakat menanggapinya. 

Sifat multidisipliner kriminologi muncul karena kejahatan 

merupakan hasil interaksi dari berbagai dimensi kehidupan 

manusia (Sutherland, 1966). Kejahatan bukan hanya tindakan 

melawan hukum, tetapi juga refleksi dari kondisi sosial, moral, dan 

struktur masyarakat. Dalam konteks ini, kriminologi berfungsi 

sebagai wadah integrasi dari berbagai ilmu sosial dan perilaku 

yang bersama-sama berupaya menjelaskan akar penyebab serta 

konsekuensi dari tindak kriminal (Vold, 1958). 

Sementara, pendekatan-pendekatan dalam kriminologi 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Hukum (Legal Approach) 

Pendekatan ini menitikberatkan pada hubungan antara 

peraturan hukum dan perilaku yang dikategorikan sebagai 

kejahatan. Kriminologi dalam konteks hukum mempelajari 

bagaimana norma hukum dibentuk, dilanggar, dan ditegakkan 

(Siegel, 2015). Melalui analisis ini, dapat diketahui bahwa 

kejahatan bukan hanya masalah moral, melainkan juga hasil 
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konstruksi hukum dan kebijakan negara (Reksodiputro, 

1997). 

b. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) 

Pendekatan sosiologis memandang kejahatan sebagai 

fenomena sosial yang berkaitan dengan struktur dan dinamika 

masyarakat. Sosiolog meneliti bagaimana faktor sosial seperti 

kemiskinan, disorganisasi sosial, urbanisasi, dan ketimpangan 

memicu munculnya perilaku kriminal (Merton, 1938). Teori-

teori seperti strain theory (Robert K. Merton) dan social 

disorganization theory (Shaw & McKay) merupakan contoh 

pendekatan sosiologis dalam kriminologi (Shaw, 1942). 

c. Pendekatan Psikologis (Psychological Approach) 

Pendekatan ini menyoroti faktor kepribadian, gangguan 

mental, motivasi, dan pengalaman masa kecil pelaku 

kejahatan. Psikologi kriminal berperan penting untuk 

memahami aspek internal individu yang mendorongnya 

melakukan tindakan melanggar hukum (Bartol, 2014). 

Misalnya, teori psikoanalisis Sigmund Freud menjelaskan 

bahwa perilaku kriminal dapat muncul dari konflik batin dan 

represi dorongan naluriah manusia (Freud, 1930). 

d. Pendekatan Biologis (Biological Approach) 

Pendekatan ini berkembang sejak Cesare Lombroso, yang 

mengaitkan kejahatan dengan faktor genetik dan ciri fisik 

tertentu (Lombroso, 1876). Walaupun kini pendekatan 

biologis klasik banyak dikritik, pandangan modern tetap 

mengakui adanya pengaruh faktor biologis seperti hormon, 

kerusakan otak, dan keturunan terhadap perilaku kriminal 

(Raine, 2013). 

e. Pendekatan Ekonomi dan Politik (Economic and Political 

Approach) 

Faktor ekonomi dan politik juga berperan penting dalam 

munculnya kejahatan. Ketimpangan sosial, kemiskinan, 

pengangguran, dan kebijakan ekonomi yang tidak adil sering 

kali mendorong individu untuk melakukan kejahatan (Bonger, 

1981). Sementara itu, pendekatan politik melihat bahwa 

kejahatan dapat muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan, 
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Pendahuluan 

Perkembangan kriminologi sebagai disiplin ilmu tidak dapat 

dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah pemikiran manusia 

tentang kejahatan, hukum, dan perilaku menyimpang. Pada awal 

kemunculannya, kriminologi lebih banyak dibahas dalam kerangka 

filsafat moral dan hukum, terutama pada masa ketika kejahatan masih 

dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma ketuhanan 

dan moralitas universal. Seiring berkembangnya masyarakat modern, 

perhatian terhadap faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya 

semakin memperkaya analisis terhadap fenomena kriminal. Pada 

tahap inilah kriminologi mulai tumbuh sebagai bidang kajian yang 

lebih sistematis dan didukung oleh metodologi ilmiah (Atmasasmita, 

2010). 

Dalam sejarah awalnya, kriminologi banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran Mazhab Klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria dan 

Jeremy Bentham pada abad ke-18. Mazhab ini menekankan 

pentingnya rasionalitas manusia serta gagasan bahwa pelaku 

kejahatan bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi. 

Pemikiran ini menjadi landasan munculnya prinsip-prinsip dasar 

sistem peradilan pidana modern, termasuk asas legalitas, 

proporsionalitas hukuman, dan pencegahan kejahatan melalui aturan 

hukum yang jelas. Di Indonesia, pemikiran klasik ini turut 

mempengaruhi perkembangan hukum pidana warisan kolonial 

hingga masa pembentukan KUHP Nasional (Mustofa, 2020). 

Tahap berikutnya dalam perkembangan kriminologi ditandai 

oleh munculnya Mazhab Positivis pada abad ke-19 yang dipelopori 

oleh Cesare Lombroso. Mazhab ini berupaya menjelaskan kejahatan 

melalui pendekatan ilmiah, terutama biologi dan antropologi. 

Lombroso berpendapat bahwa pelaku kriminal dapat diidentifikasi 

melalui ciri-ciri fisik tertentu. Meskipun teori ini kemudian banyak 

dikritik dan dianggap tidak relevan, kontribusinya dalam 

memperkenalkan metode empiris tetap menjadi bagian penting dari 

sejarah kriminologi. Dalam konteks Indonesia, wacana tentang 

pengaruh faktor biologis dan psikologis juga banyak dikaji dalam 

studi-studi kriminologi modern (Rahayu, 2018). 
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Pada abad ke-20, kriminologi semakin berkembang dengan 

masuknya perspektif sosiologis yang menekankan hubungan antara 

kejahatan dan struktur sosial. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Émile 

Durkheim, Robert K. Merton, dan Edwin Sutherland melahirkan teori-

teori seperti anomie, strain theory, dan differential association. Teori-

teori tersebut membuka ruang pemahaman bahwa kejahatan bukan 

semata-mata perilaku individu, tetapi berkaitan erat dengan kondisi 

sosial yang menekan, ketidaksetaraan ekonomi, serta proses belajar 

dalam kelompok. Di Indonesia, pendekatan sosiologis ini menjadi 

dasar analisis dalam kajian-kajian kriminologi kontemporer, terutama 

terkait kejahatan urban dan kejahatan kerah putih (Meliala, 2016). 

Memasuki era modern, kriminologi mengalami perkembangan 

pesat dengan masuknya pendekatan interdisipliner yang melibatkan 

psikologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik. Kejahatan dipahami 

sebagai fenomena kompleks yang memerlukan berbagai alat analisis 

untuk memahaminya secara komprehensif. Peningkatan kompleksitas 

masyarakat global juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru 

seperti kejahatan siber, terorisme, perdagangan manusia, dan 

pencucian uang. Literatur kriminologi Indonesia juga mulai 

menyesuaikan diri dengan perkembangan ini melalui berbagai 

penelitian akademik dan pembaruan kurikulum pendidikan tinggi 

(Soejono, 2019). 

Dalam konteks Indonesia, perkembangan kriminologi modern 

tidak terlepas dari peran akademisi dan lembaga pendidikan yang 

mengembangkan mata kuliah kriminologi di berbagai universitas. 

Sejak tahun 1980-an, sejumlah kampus mulai memasukkan 

kriminologi sebagai bagian dari kurikulum ilmu hukum dan ilmu 

sosial. Kemunculan program studi kriminologi di Universitas 

Indonesia pada tahun 2000-an memberikan kontribusi signifikan 

pada perkembangan riset dan literatur kriminologi nasional. Buku-

buku ajar lokal kemudian diterbitkan untuk memperkaya referensi 

mahasiswa dan peneliti Indonesia (Siregar, 2015). 

Salah satu perkembangan penting dalam kriminologi Indonesia 

adalah munculnya pendekatan kontekstual yang menempatkan 

dinamika sosial bangsa sebagai bagian dari analisis kriminalitas. 

Fenomena seperti urbanisasi cepat, ketimpangan sosial, migrasi 
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pendidikan literasi digital, intervensi keluarga-sekolah, dan 

mekanisme restorative justice sebagai strategi preventif dan remedial 

guna merespons kejahatan era digital secara lebih manusiawi dan 

efektif (Butarbutar, 2025).  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

menggeser sebagian besar interaksi sosial ke ruang digital 

(cyberspace), sehingga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru: 

mulai dari peretasan, penyebaran hoaks, pencurian data, hingga 

cyberbullying. Penegakan hukum pidana di Indonesia, yang 

sebelumnya dirancang untuk kejahatan konvensional, kini 

dihadapkan pada tantangan serius dalam menanggapi kejahatan siber. 

Sebagai respons, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum utama untuk 

mengatur kejahatan dunia maya, tetapi praktik penegakan 

menunjukkan sejumlah masalah mulai dari tumpang tindih norma, 

keterbatasan kapasitas forensik digital, hingga kesulitan 

membuktikan kejahatan siber dalam sistem peradilan konvensional. 

(Firdaus, 2024)  

Kriminologi modern di Indonesia harus mengadaptasi kerangka 

teoritis dan metodologisnya untuk menanggapi fenomena siber. 

Kajian-kajian kontemporer mendorong pendekatan multidisipliner: 

tidak hanya hukum pidana, tetapi juga kebijakan legislasi, teknologi 

forensik digital, pendidikan literasi digital, serta perlindungan data 

pribadi melalui regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP). (Firdaus, 2024) Pendekatan ini diharapkan mampu 

menjawab tantangan hukum di era digital, memperkuat keadilan, dan 

memastikan bahwa penegakan kejahatan siber dilakukan dengan 

efektif sekaligus menghormati hak asasi dan keamanan data 

pengguna. 
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Pendahuluan 

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus 

mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta bagaimana 

masyarakat dan sistem hukum menanggapi kejahatan tersebut. Ilmu 

ini berupaya mencari penjelasan ilmiah tentang mengapa seseorang 

melakukan kejahatan, bagaimana perilaku tersebut dikonstruksikan 

secara sosial, dan bagaimana mekanisme sosial maupun hukum 

bekerja untuk menanggulanginya. Istilah “kriminologi” pertama kali 

digunakan oleh Paul Topinard dan Raffaele Garofalo pada abad ke-19 

sebagai perpaduan dari kata crimen (kejahatan) dan logos (ilmu 

pengetahuan). Dalam perkembangannya, kriminologi tidak hanya 

dipandang sebagai bagian dari ilmu hukum, tetapi juga sebagai 

disiplin multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosiologi, 

psikologi, antropologi, dan biologi dalam memahami hakikat 

kejahatan (Soekanto, 1981). 

Perkembangan kriminologi tidak dapat dilepaskan dari konteks 

sejarah dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada 

awalnya, pemikiran tentang kejahatan masih didominasi oleh 

pandangan moral dan keagamaan yang menganggap bahwa pelaku 

kejahatan adalah orang yang berdosa atau kerasukan kekuatan jahat. 

Namun seiring dengan lahirnya rasionalisme dan pencerahan di 

Eropa, pandangan terhadap kejahatan mulai berubah. Para pemikir 

mulai menelaah kejahatan dari sudut pandang manusia, dengan aspek 

tekanan kehendak bebas dan pertimbangan rasional dalam setiap 

tindakan. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan apa yang 

dikenal sebagai Mazhab Klasik dalam kriminologi, yang menjadi 

landasan bagi perkembangan teori-teori selanjutnya (Atmasasmita, 

2013). 

Mazhab klasik lahir pada abad ke-18, dipelopori oleh Cesare 

Beccaria dan Jeremy Bentham. Mazhab ini muncul sebagai reaksi 

terhadap sistem pidana pada masa itu yang sangat kejam, tidak 

manusiawi, dan seringkali tidak rasional. Dalam pandangan Beccaria, 

manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (free 

will). Setiap individu dianggap mampu membedakan antara 

perbuatan baik dan buruk serta memilih tindakannya berdasarkan 

pertimbangan untung dan rugi. Oleh karena itu, kejahatan dianggap 
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sebagai hasil keputusan sadar untuk memperoleh kesenangan 

(kesenangan) meskipun harus menanggung penderitaan (rasa sakit) 

sebagai akibatnya. Bentham kemudian memperkuat pandangan 

tersebut dengan prinsip utilitarianisme, yaitu bahwa hukum harus 

menciptakan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar” 

(kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar). Pandangan mazhab 

klasik ini kemudian melahirkan konsep bahwa hukuman harus 

bersifat pasti dan proporsional dan bertujuan untuk mencegah 

kejahatan, bukan sekadar untuk membalas dendam (Beccaria, 1995). 

Meskipun mazhab klasik memberikan kontribusi besar dalam 

membangun sistem hukum yang rasional, pandangan ini kemudian 

dikritik karena dianggap terlalu halus tentang sifat manusia. Pada 

abad ke-19, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama di 

bidang biologi dan psikologi, muncul pemikiran baru yang menolak 

pandangan bahwa kejahatan semata-mata merupakan hasil kehendak 

bebas. Lahirnya Mazhab Positivis menandai perubahan paradigma 

besar dalam kriminologi. Tokoh utama mazhab ini adalah Cesare 

Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo, yang menekankan 

bahwa faktor kejahatan disebabkan oleh faktor deterministik yang 

dapat diukur secara ilmiah, seperti kondisi biologis, psikologis, 

maupun sosial (Bentham, 1789). 

Cesare Lombroso, melalui penelitiannya terhadap perbaikan di 

Italia, mengemukakan bahwa sebagian orang dilahirkan dengan sifat 

bawaan yang membuat mereka cenderung menjadi penjahat. Ia 

memperkenalkan konsep atavisme kriminal, yaitu evolusi pada 

manusia yang menyebabkan pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri fisik 

tertentu, seperti bentuk tengkorak atau wajah yang khas. Enrico Ferri 

kemudian memperluas teori tersebut dengan memasukkan faktor 

sosial dan ekonomi sebagai penyebab kejahatan, sedangkan Raffaele 

Garofalo memperkenalkan gagasan tentang kejahatan alam, yakni 

perbuatan yang bertentangan dengan perasaan moral universal 

manusia. Mazhab positivis ini memandang kejahatan sebagai 

fenomena ilmiah yang dapat diteliti secara objektif, bukan semata-

mata persoalan moral atau kehendak bebas (Lombroso, 1889). 

Pendekatan mazhab positif membawa dampak besar terhadap 

sistem hukum pidana. Fokusnya tidak lagi hanya pada perbuatan yang 
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Dalam konteks hukum Indonesia, berbagai mazhab kriminologi 

tersebut memiliki relevansi yang saling melengkapi. Prinsip-prinsip 

Mazhab Klasik terlihat dalam asas legalitas dan kepastian hukum, 

Mazhab Positif berpengaruh terhadap sistem pemasyarakatan dan 

pembinaan narapidana, sedangkan gagasan Neo-Klasik dan Modern 

tercermin dalam penerapan konsep keadilan restoratif dalam RKUHP. 

Keseluruhan mazhab ini memberikan kontribusi penting terhadap 

arah pembaruan hukum pidana nasional yang semakin humanis, 

berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

negara hukum Indonesia. 
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Pendahuluan 
Kriminologi dan viktimologi merupakan dua cabang ilmu yang saling 

melengkapi dalam memahami kompleksitas kejahatan dan 

dampaknya (Rohmat, n.d.). Kriminologi berfokus pada permasalahan 

kejahatan, pelaku kejahatan, dan mengidentifikasi pola kejahatan 

yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kebijakan untuk mencegah 

dan menanggulangi kejahatan. Sementara itu, viktimologi memiliki 

fokus kajian terhadap korban, termasuk mengenai hak dan dampak 

yang dialami korban, serta bagaimana hukum dan masyarakat 

merespon penderitaan para korban. 

Hukum pidana membedakan delik hukum (rechts delicten atau 

mala perse) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku 

II KUHP) dan delik undang-undang (wetsdelicten atau mala prohibita) 

yang berupa pelanggaran (Buku II KUHP) (Simatupang & Faisal, 

2017). 

 

Definisi Kejahatan 
Kemajemukan masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan 

budaya menimbulkan fenomena sosial yang dapat dipengaruhi oleh 

berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan hal lainnya 

yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. 

Fenomena sosial ini dapat berupa perbuatan terlarang yang tidak 

boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan penderitaan/kerugian 

bagi orang yang menjadi korban. Perbuatan seperti ini lah yang 

kemudian disebut dengan kejahatan.  

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma 

(hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, dan menimbulkan 

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan (Fikma Edrisy et al., 2023). 

Dalam hukum pidana, kejahatan adalah norma yang termuat dalam 

hukum peraturan pidana; dengan demikian, kejahatan adalah 

perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak 

pidana. Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh 

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana; barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana 

(Simatupang & Faisal, 2017). Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan 

adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 

undang-undang (Situmeang, 2021). 
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Dilihat dari perspektif sosiologis, kejahatan adalah perbuatan 

atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat 

merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 

ketentraman, dan ketertiban. Kejahatan sebagai gejala sosial 

mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat 

tertentu. J.M. Bemmelen (Simatupang & Faisal, 2017), memandang 

kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan 

kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat dan untuk 

menentramkan masyarakat negara harus menjatuhkan sanksi kepada 

penjahat. 

Sutherland dan Cressy (Weda, 1996) merumuskan 7 (tujuh) 

syarat untuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan, 

yaitu: 

1. Ada akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian; 

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan harus 

dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana; 

3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan 

yang menimbulkan akibat yang merugikan; 

4. Harus ada maksud jahat (mens rea); 

5. Harus ada hubungan antara pelaku dan mens rea; 

6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang 

undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak 

sendiri (tanpa adanya unsur paksaan); dan 

7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

 

Penggolongan Kejahatan 

Henry dan Milonovic dalam Herlina Permata Sari membagi 2 golongan 

kejahatan (Fikma Edrisy et al., 2023): 

1. Kejahatan reduksi adalah ketika seorang manusia secara relatif 

mengalami reduksi kualitas hidup dan kualitas dirinya. Sebagai 

contoh: ketika mengalami diskriminasi, ketika martabat 

direndahkan. 

2. Kejahatan represi adalah ketika seorang manusia mengalami 

pembatasan yang mencegah dirinya sehingga tidak dapat 

mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkan. Misalnya: 
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Penutup 

Kejahatan bukan hanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, 

tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai faktor 

individu, lingkungan, dan struktur sosial. Di sisi lain, viktimologi 

menegaskan bahwa korban memiliki posisi sentral dalam proses 

terjadinya kejahatan maupun dalam sistem peradilan pidana. Korban 

sering mengalami tidak hanya kerugian akibat kejahatan (viktimisasi 

primer), tetapi juga kerugian lanjutan dari institusi penegak hukum 

atau masyarakat (viktimisasi sekunder dan tersier). Secara 

keseluruhan, konsep kejahatan dan viktimologi menjadi landasan 

penting untuk memahami hubungan antara pelaku, korban, dan 

sistem peradilan pidana.  
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Pendahuluan 

Kejahatan sebagai fenomena yang mempengaruhi masyarakat dan 

individu tetap menjadi fokus utama di bidang kriminologi, hukum 

pidana, dan kebijakan publik. Walaupun terdapat banyak kemajuan 

dalam aspek hukum formal seperti pembuatan undang-undang atau 

peraturan, penguatan lembaga penegakan hukum, serta beragam 

program pencegahan, namun angka kejahatan di berbagai negara 

masih memperlihatkan masalah yang serius. Dalam konteks ini, 

penting untuk tidak memandang kejahatan dari segi tindakan dan 

hukuman semata, namun juga untuk mempertimbangkan proses 

psikologis yang ada di balik para pelaku kejahatan, seperti bagaimana 

faktor mental, kepribadian, emosi, dan gangguan psikologis dapat 

berfungsi sebagai pendorong. Melalui pendekatan psikologis ini, kita 

mendapatkan pandangan substantial ke dalam “apa yang terpikir oleh 

pelaku” yang nantinya akan mendukung metode pencegahan dan 

rehabilitasi yang lebih efektif dan manusiawi. 

Teori psikologi mengenai kejahatan berasal dari pemikiran 

bahwa perilaku kriminal muncul karena adanya gangguan mental, 

konflik dalam diri, atau masalah psikologis yang memengaruhi 

tindakan seseorang. Pendekatan ini mencakup teori kognitif, teori 

kepribadian, teori pembelajaran sosial, teori psikoanalitik, dan teori 

perkembangan moral (Santoso, 2025), yang secara keseluruhan 

menekankan faktor individu sebagai penyebab kejahatan, bukan 

kondisi sosial atau struktur masyarakat. Lebih lanjut, teori psikologis 

ini mengindikasikan bahwa ciri-ciri kepribadian dan perbedaan 

biologis tertentu dapat menjadikan beberapa orang lebih rentan 

terhadap perilaku kriminal. Faktor seperti kelainan mental, gangguan 

jiwa, atau tingkat kecerdasan yang rendah dianggap memberikan 

kontribusi dalam penyebab kecenderungan individu untuk 

melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.  

Selain itu, gagasan bahwa individu yang mengalami kesulitan 

dalam berinteraksi dalam masyarakat juga memiliki kemungkinan 

lebih besar untuk terlibat dalam kejahatan. Menurut Barlow dan 

Kauzlarich, ketidakberhasilan dalam bersosialisasi tersebut 

mengakibatkan kesulitan dalam membangun hubungan positif 

dengan orang lain, dan hubungan sosial yang lemah tersebut memicu 
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munculnya perilaku menyimpang tersebut. (Crime and Its Sociological, 

Biological, Psychological Causes | Law Paper Example, t.t.) Teori-teori 

psikologi menekankan bahwa sosialisasi yang kurang memadai 

berpengaruh pada pengembangan kepribadian dan nilai individu, 

sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk bertindak sesuai 

dengan norma sosial yang berlaku. 

Aspek psikologi dan tindakan kriminal meneliti proses berpikir 

dan karakteristik individu yang berkontribusi pada keputusan 

seseorang untuk melakukan kejahatan. Perspektif psikologis utama 

mencakup teori kognitif, teori kepribadian, teori pembelajaran sosial, 

teori psikoanalitik, dan teori perkembangan moral.  

 

Teori Kognitif 

Teori kognitif adalah teori yang pada umumnya dikaitkan dengan 

proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental 

manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, 

memperhatikan, menduga, dan menilai. (Eka Matra & Ahmad Lahmi, 

2024). Berdasarkan kriminologi, teori ini menyoroti cara-cara 

individu memahami dan merenungkan dunia di sekitar mereka. Fokus 

teori ini terletak pada aspek mental dan metode individu dalam 

menganalisis informasi, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan 

karakter mereka.  

Lebih dari itu, teori ini bertujuan untuk menggali bagaimana 

individu menafsirkan informasi yang mereka terima, yang berpotensi 

memengaruhi tindakan kriminal melalui cara berpikir dan persepsi. 

Individu dengan pola pikir yang lebih mengarah ke kriminal akan 

menganalisis informasi dengan cara yang membuat mereka 

mengesampingkan pilihan-pilihan yang tidak melanggar hukum atau 

menganggap tindakan ilegal sebagai satu-satunya alternatif yang 

tersedia (Santoso, 2025).  

Distorsi kognitif adalah pemikiran yang tidak logis atau 

berlebihan yang dianggap muncul akibat pemrosesan informasi yang 

tidak tepat. Pemikiran negatif dalam bentuk distorsi kognitif dapat 

muncul karena berbagai faktor. Orang yang mengalami distorsi 

kognitif memiliki pola pikir yang berlebihan yang terlihat dari 

keyakinan bahwa situasi yang serupa akan terus menimpanya (Aisyah 
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kepatuhan yang didorong oleh rasa takut akan hukuman 

(prakondisional), mengikuti aturan demi menjaga ketertiban sosial 

(konvensional), hingga mempertimbangkan tindakan berdasarkan 

prinsip moral universal (poskonvensional). Apabila individu tidak 

mencapai tingkat penalaran moral yang matang, mereka akan lebih 

rentan untuk melanggar norma dan hukum, sehingga masalah moral 

ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kejahatan di 

masyarakat. 
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Pendahuluan: Membingkai Kejahatan sebagai Fenomena 

Sosial 

Pemahaman konvensional tentang kejahatan sering terbatas pada 

perspektif legalistik semata. Namun, pendekatan sosiologis mengakui 

kejahatan sebagai manifestasi dari interaksi kompleks antara faktor 

makrososial (kondisi ekonomi, stratifikasi sosial, nilai budaya), faktor 

mesoorganisasional (keluarga, sekolah, komunitas), dan faktor 

mikropsikologis (kontrol diri, motivasi individu). Kesadaran ini 

mendorong pengembangan berbagai paradigma sosiologi kriminologi 

yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda untuk 

memahami mekanisme pembentukan perilaku devian, faktor-faktor 

yang mempercepat atau menghambat keterlibatan dalam aktivitas 

kriminal, serta konsekuensi sosial dari sistem penegakan hukum. 

(Becker, 1973; Quinney, 1977). 

 

Konseptualisasi Kejahatan dalam Konteks Sosiologis 

Dalam kriminologi sosial, kejahatan bukan sekadar pelanggaran 

hukum formal. Apa yang dianggap kriminal dalam satu konteks 

geografis atau historis mungkin legal dalam konteks lain. Contohnya, 

perdagangan alkohol merupakan tindakan kriminal pada era 

Prohibition (1920–1933), namun kini menjadi legal. Sebaliknya, 

substansi yang dahulu legal kini dikriminalisasi. Konstruksi sosial 

kejahatan ini dipengaruhi oleh kekuasaan. Dalam sistem yang tidak 

adil, kelompok marginal (status ekonomi rendah, minoritas etnis, atau 

minoritas gender) lebih sering ditargetkan dibanding elit yang 

melakukan kejahatan kompleks seperti white-collar crime (Becker, 

1973, pp. 8–9).  

Pengaturan hukum formal tidak pernah netral secara politis. 

Setiap norma hukum mencerminkan kepentingan materiil dan 

ideologis dari kelompok sosial tertentu, terutama mereka yang 

menguasai alat produksi dan instrumen negara. Individu dari latar 

belakang ekonomi ter-privilege memiliki akses lebih besar terhadap 

konsultasi hukum berkualitas, jaringan profesional protektif, dan 

kemampuan menegosiasikan hasil perkara, sehingga mereka kurang 

berisiko mengalami stigmatisasi formal sebagai penjahat (Quinney, 

1977). 
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Teori Pilihan Rasional: Individu sebagai Kalkulator Risiko-

Manfaat 

Teori pilihan rasional berangkat dari premis bahwa pelaku potensial 

adalah agen pengambil keputusan yang mengevaluasi peluang, risiko, 

dan hasil dari suatu tindakan sebelum melakukan aksi. Pencurian 

kecil, pencurian kendaraan, atau penipuan oleh korporasi 

menghasilkan perhitungan berbeda. Responsivitas terhadap 

instrumen deterensi (kepastian hukuman, keparahan, kecepatan 

penuntutan) bervariasi bergantung pada tipe kejahatan. 

Konsep “bounded rationality,” Cornish dan Clarke mengakui 

bahwa aktor sosial tidak pernah memiliki informasi sempurna. 

Keputusan diambil berdasarkan persepsi (sering bias) tentang 

peluang dan konsekuensi, yang sangat dipengaruhi pengalaman 

terdahulu, kualitas informasi sosial, dan konteks lingkungan. Dari 

perspektif ini, strategi pencegahan efektif adalah meningkatkan 

persepsi risiko melalui patroli polisi yang terlihat, sistem CCTV, 

hukuman cepat dan konsisten, atau kesadaran publik tentang 

konsekuensi hukum (Cornish & Clarke, 2017). 

Namun teori ini memiliki keterbatasan. Pertama, mengasumsikan 

rasionalitas yang tidak realistis untuk beberapa pelaku (individu 

dengan kapasitas kognitif terbatas, remaja yang belum matang, atau 

individu di bawah pengaruh zat tertentu). Kedua, kurang menjelaskan 

konsentrasi sosial-geografis kejahatan atau tingkat keterlibatan 

berbeda antar kelompok sosial. 

 

Teori Anomie: Ketika Norma Sosial Mengalami Disintegrasi 

Émile Durkheim mengembangkan konsep "anomie" untuk 

mendeskripsikan kondisi sosial di mana norma-norma masyarakat 

kehilangan kapasitas mengatur perilaku individu. Ketika tatanan 

moral kolektif tidak jelas atau tidak mampu mengarahkan aspirasi ke 

tujuan terukur, masyarakat memasuki fase anomik. Kondisi ini terjadi 

saat periode transisi sosial cepat seperti industrialisasi, urbanisasi, 

migrasi masif, atau krisis ekonomi yang mengubah struktur sosial 

lebih cepat daripada evolusi sistem normatif. Durkheim 

mengidentifikasi dua dimensi regulasi sosial: integrasi sosial (ikatan 
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Life-course criminology, atau yang sering disebut dengan 

developmental criminology, merupakan pendekatan dalam studi 

kriminologi yang menekankan pemahaman perilaku kriminal sebagai 

hasil dari proses perkembangan individu sepanjang hidupnya. Alih-

alih melihat kejahatan sebagai fenomena yang terjadi secara tiba-tiba 

atau hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan saat ini, pendekatan ini 

menyoroti bagaimana pengalaman masa kanak-kanak, remaja, dan 

dewasa awal dapat membentuk pola perilaku kriminal. (Farrington & 

Ttofi, 2015; Piquero, 2008; R. Sampson & Laub, 1995) 

Pendekatan ini menekankan konsep trajectories (lintasan hidup) 

dan transitions (perubahan penting dalam hidup). (Life Course 

Dynamics Trajectories and Transitions, 1968-1980, 1985; R. Sampson 

& Laub, 1995). Dengan kata lain, life-course criminology melihat 

kriminalitas bukan sebagai titik tetap, tetapi sebagai proses dinamis 

yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor individu, 

sosial, dan lingkungan sepanjang hidup. (R. J. Sampson & Laub, 2005). 

Penelitian longitudinal empiris menunjukkan bahwa titik balik  

seperti pernikahan yang stabil, pekerjaan bermakna, dan perubahan 

lingkungan dapat secara signifikan mengubah trajektori kriminilitas, 

bahkan untuk individu dengan riwayat awal perkembangan yang 

penuh risiko. (Laub & Sampson, 2003).  Pendekatan ini membantu 

para peneliti dan praktisi hukum untuk memahami kapan dan 

bagaimana intervensi yang paling efektif dalam mencegah perilaku 

kriminal sejak dini. (Loeber et al., 2006; Moffitt, 1993) 
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Sejarah Teori 

Berawal dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang 

memiliki kehendak bebas (free will), di mana manusia dapat 

memutuskan melalui kehendak bebas yang berdasarkan pada 

pertimbangan akal sehat yang dimilikinya untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia 

selalu dipertemukan dengan berbagai macam pilihan. Keputusan dari 

pilihan-pilihan yang diambil tersebut memiliki konsekuensinya 

masing-masing, yang mana bisa menguntungkan atau merugikannya. 

Manusia memiliki kecenderungan untuk memilih melakukan sesuatu 

hal yang dianggap lebih menguntungkan ketimbang melakukan hal 

yang berpotensi merugikannya. Demikian juga ketika manusia 

memutuskan untuk melakukan suatu kejahatan. 

Dari sudut pandang yuridis, menurut Soesilo, kejahatan adalah 

suatu perbuatan yang memiliki pertentangan dengan Undang-

Undang. Menurut Yesmil Anwar, dari sudut pandang pendekatan legal, 

kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan 

hukum pidana yang berlaku di masyarakat atau memenuhi rumusan 

delik dalam undang-undang yang memuat sanksi pidana. Pada 

dasarnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau 

Undang-Undang yang berlaku dalam masyarakat. (Yesmil Anwar 

Adang, 2010)  

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai 

perbuatan yang merugikan seseorang atau korban, yakni orang yang 

mengalami penderitaan, sekaligus merugikan masyarakat karena 

menyebabkan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban menjadi 

hilang atau terganggu. Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial 

yang terjadi di masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai macam 

aspek di dalam kehidupan seperti faktor ekonomi, politik, sosial, 

budaya, serta hal-hal lain yang memiliki kaitan dengan usaha 

mempertahankan keamanan negara. (Purba et al., 2017) 

Dalam sejarah perkembangan kriminologi, selalu ada pemikiran 

tentang mengapa seseorang melakukan kejahatan yang masih 

menjadi perdebatan hingga kini. Seiring berkembangnya zaman, 

paradigma kriminologi mengalami pergeseran, dari yang semula dari 

pandangan deterministik, yang beranggapan jika faktor struktural 
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seperti kemiskinan dan tekanan ekonomi sebagai penyebab utama 

seseorang melakukan kejahatan, menjadi pandangan yang 

menekankan kejahatan sebagai hasil dari pilihan sadar dan rasional 

dari individu. Pergeseran ini yang menjadi titik awal munculnya 

konsep teori kriminologi modern seperti Teori Pilihan Rasional 

(Rational Choice) serta Aktivitas Rutin (Routine Activity). 

Teori ini berakar dari mazhab kriminologi klasik yang 

dipengaruhi oleh pemikiran Cesare Beccaria serta Jeremy Bentham. 

Beccaria dengan pandangan hedonistisnya, beranggapan bahwa dasar 

pertimbangan manusia memutuskan melakukan sesuatu adalah 

pertimbangan kesenangan dan penderitaan, dimana manusia 

menganggap ia akan mendapatkan kesenangan dari melakukan 

kejahatan dan jika tidak melakukan kejahatan maka akan mengalami 

penderitaan. Sementara Bentham dengan pandangan 

utilitarianismenya berpandangan jika aturan hukum harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dari 

pandangan ini dapat ditemukan bahwa masyarakat menghendaki 

adanya manfaat atau keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari 

diterapkannya suatu aturan hukum. Sebab tunduknya masyarakat 

terhadap hukum bukan karena menganggap hukum sebagai 

peraturan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang, tetapi karena ada peluang atau manfaat yang akan didapat 

setelah berlakunya aturan hukum tersebut. Kedua teori tersebut 

mengubah cara pandang masyarakat terhadap kejahatan. Jika teori-

teori pada mazhab kriminologi klasik berusaha mengkaji bahwa akar 

masalah perilaku kriminal bergantung pada kondisi sosial, keimanan, 

atau perekonomian pelaku, maka teori pilihan rasional dan aktivitas 

rutin sebagai mazhab kriminologi modern memusatkan perhatian 

pada proses seseorang dalam pengambilan keputusan dan peluang 

situasional yang memungkinkan kejahatan terjadi. Dengan kata lain, 

kejahatan tidak lagi semata dipandang sebagai akibat kesenjangan 

sosial, melainkan sebagai hasil interaksi antara rasionalitas dalam diri 

pelaku dan peluang di lingkungan sekitarnya. 
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Teori Kejahatan Sebagai Pilihan Rasional (Rational Choice) 

“Crime is purposive behavior designed to meet ordinary needs such as 

money, status, or excitement.” (Cornish & Clarke, 2006). 

Manusia sebagai makhluk ekonomi dianggap terus menerus 

mencari peluang untuk kepentingannya, membuat berbagai macam 

pilihan, yang bisa jadi amoral dan asosial, untuk memaksimalkan 

potensi mendapatkan manfaat darinya (Riyadi, 2017). Dari berbagai 

macam pilihan tersebut, kejahatan juga merupakan sebuah pilihan 

yang logis dan realistis. 

Kejahatan dianggap sebagai hasil kehendak pemikiran yang 

bebas oleh seorang individu dalam menilai keuntungan dan kerugian 

dari melakukan suatu hal. Dengan adanya pertimbangan rasional, di 

mana sang pelaku beranggapan jika melakukan perbuatan melanggar 

hukum adalah pilihan yang paling logis, masuk akal, dan 

menguntungkan untuknya (Walters, 2024). Hal ini dikarenakan 

bilamana dirinya tunduk dan patuh kepada aturan hukum justru akan 

memberikan kerugian baginya. Sebab terjadinya kejahatan 

didasarkan pada pertimbangan rasional dari si pelaku.  

Pilihan rasional di sini dapat diartikan sebagai pertimbangan-

pertimbangan yang logis dan masuk akal pada pelaku dalam 

menentukan pilihan, dengan adanya kesadaran akan ada ancaman 

hukuman bila perbuatannya diketahui. Jadi pelaku bukan semata-

mata sebagai korban dari kondisi sosial, melainkan sebagai aktor, 

yaitu orang yang memiliki kesadaran sepenuhnya untuk membuat 

perhitungan berdasarkan potensi keuntungan yang akan diperoleh 

(bisa berupa uang, status sosial, kenikmatan, kekuasaan), serta risiko 

(kemungkinan akan tertangkap, jenis hukuman, perasaan bersalah, 

kehilangan reputasi). Kejahatan terjadi karena pelaku telah secara 

sadar dan berpikir secara rasional untuk melakukannya setelah 

mempertimbangkan keuntungan dan risiko dari tindakannya.  

Kejahatan dipandang bukan sebagai hasil kebetulan, melainkan 

sebagai konsekuensi logis dari perhitungan dan kondisi sosial 

tertentu. Prinsip dasarnya adalah bahwa pelaku kejahatan adalah 

aktor rasional yang menghitung untung-rugi dari tindakannya. 

Keputusan melakukan kejahatan adalah hasil pertimbangan logis, 

bukan sekadar tindakan impulsif atau spontan. Asumsi utamanya 
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Konsep dan Definisi Kejahatan Kerah Putih (White-Collar 

Crime) 

Kejahatan kerah putih merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

hukum yang berkembang seiring kompleksitas administrasi, 

birokrasi, dan aktivitas korporasi modern. Fenomena ini menjadi 

fokus penting dalam kajian kriminologi karena banyaknya kerugian 

sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, meskipun bentuk kejahatannya 

tidak melibatkan kekerasan fisik (Pontell et al., 2021). Secara umum, 

konsep kejahatan kerah putih merujuk pada perilaku melanggar 

hukum yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi 

kepercayaan dalam organisasi bisnis, pemerintahan, atau profesi 

tertentu. 

Istilah white-collar crime diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland 

pada 1939 dalam pidatonya di American Sociological Society. Ia 

mendeskripsikannya sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh individu 

berstatus sosial tinggi dalam konteks pekerjaannya” (Sutherland, 

1950). Definisi ini berusaha mematahkan pandangan lama bahwa 

kejahatan hanya berasal dari kelas bawah, sekaligus menyoroti bahwa 

pelaku dari kalangan profesional dapat memberikan dampak kerugian 

yang lebih luas. 

Sutherland juga menekankan bahwa kejahatan kerah putih 

melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, akses terhadap informasi 

khusus, dan manipulasi struktur organisasi, yang secara sistematis 

berbeda dari kejahatan konvensional seperti pencurian atau 

perampokan (Sutherland, 1950). Oleh sebab itu, kejahatan kerah putih 

kerap kali identik dengan penyelewengan tugas pokok dan fungsi dari 

sebuah jabatan. Penyalahgunaan wewenang ini, sebagaimana kita 

ketahui bersama, dalam pelaksanaannya cenderung dibalik meja atau 

di balik layar. Sehingga hal ini berdampak terhadap perkembangan 

pola penegakan hukum dalam kancah global.  

Seiring berkembangnya dunia bisnis dan sistem keuangan global, 

definisi kejahatan kerah putih mengalami perluasan. Banyak 

akademisi modern tidak lagi menekankan status sosial pelaku, tetapi 

lebih menekankan pada peran profesional dan konteks institusional 

ketika kejahatan dilakukan. 
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Friedrichs mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai 

penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi organisasi 

demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Friedrichs, 2019). 

Sementara itu, Benson dan Simpson memandang kejahatan kerah 

putih sebagai kejahatan yang berbasis kesempatan struktural, di mana 

pelaku memanfaatkan posisi dan celah sistem untuk melakukan 

tindakan melawan hukum tanpa terdeteksi (Benson, 2018). Dengan 

demikian, secara definisi kontemporer, kejahatan kerah putih lebih 

fleksibel dan menekankan pada karakteristik non-kekerasan, 

manipulatif, tersembunyi di balik prosedur administratif, dan 

melibatkan pelaku dengan pengetahuan teknis atau profesional (Geis, 

2016). 

Sebagian besar literatur mengidentifikasi beberapa unsur utama 

yang membedakan kejahatan kerah putih dari jenis kejahatan lainnya: 

1. Penyalahgunaan Kepercayaan 

Pelaku biasanya diberikan otoritas dalam organisasi. Kejahatan 

terjadi ketika otoritas ini digunakan secara ilegal (Friedrichs, 

2019). 

2. Keahlian Profesional 

Banyak kejahatan kerah putih memerlukan pemahaman 

mendalam tentang sistem hukum atau proses bisnis, seperti 

akuntansi, administrasi keuangan, atau pengelolaan saham 

(Braithwaite, 2020). 

3. Modus Operandi Non-Violent 

Kejahatan dilakukan tanpa kekerasan fisik, tetapi dapat 

merugikan masyarakat lebih besar daripada kejahatan 

konvensional (Benson, 2018). 

4. Kesulitan Deteksi 

Modus kejahatan sering disembunyikan melalui dokumen formal, 

rekayasa laporan, atau manipulasi sistem sehingga mempersulit 

pengungkapan (Braithwaite, 2019). 

Dalam kajian kriminologi, kejahatan kerah putih dipandang 

sebagai fenomena yang berkaitan erat dengan struktur sosial, 

ekonomi, dan kekuatan korporasi. Braithwaite berpendapat bahwa 

organisasi modern menciptakan ruang bagi kejahatan melalui 

mekanisme internal yang kompleks, yang sering kali tidak diawasi 
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dalam sistem pengawasan. Membangun budaya integritas yang kuat 

di sektor publik dan swasta merupakan kunci dalam mengurangi 

peluang terjadinya penyimpangan. Dengan sinergi antara regulasi, 

transparansi, teknologi, dan pendidikan etika, upaya pemberantasan 

kejahatan kerah putih dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan 

pada akhirnya mampu menjaga kepercayaan publik serta stabilitas 

institusional. 
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Pengertian dan Konsep Dasar Kejahatan Korporasi  

"Korporasi" merupakan istilah yang lazim digunakan dalam hukum 

pidana untuk menyebut badan hukum (rechtpersoon atau legal entity) 

yang sudah melembaga dalam bidang hukum perdata (Luthan 1994). 

Korporasi ini merupakan badan hasil ciptaan hukum yang unsur-

unsurnya terdiri dari corpus (struktur fisiknya) dan animus 

(kepribadiannya). Sehingga badan itu merupakan ciptaan hukum, 

maka kematiannya pun ditentukan oleh hukum (Luthan 1994; 

Rahardjo 1982:110). Korporasi adalah pendukung hak dan kewajiban 

sebagaimana halnya subjek hukum orang (natuurlijk persoon). 

Sehingga korporasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

seperti melakukan jual beli, transaksi bisnis, mengadakan perjanjian 

kredit, memiliki harta kekayaan, dan memiliki hak untuk menuntut 

dan dituntut. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan, 

yaitu perkawinan dan perwarisan. 

Pembahasan mengenai kejahatan korporasi dapat ditelisik dari 

pakar, khususnya Sutherland, yang pertama kali mengenalkan white-

collar crime yang dipresentasikan pada American Sociological Society 

yang ke-34 pada tahun 1939. Terminologi ini digunakan untuk 

menjelaskan perilaku korporasi-korporasi Amerika Serikat yang 

melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas. Namun menurut 

Van den Heuvel, tiga puluh tahun sebelumnya, 1907, E.A. Ross telah 

mengupas masalah tersebut lebih dahulu beserta pemecahannya. 

Dalam bukunya Sin and Society, dia memperhatikan semua 

pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dan administrasi, yang 

dianggap tidak hanya sebagai kejahatan tetapi juga sebagai dosa 

modern (modern sin) (Luthan 1994:17). 

Sutherland mendefinisikan white-collar crime sebagai suatu 

pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang (persoon) yang 

mempunyai kedudukan sosio-ekonomi atas dalam bidang aktivitas 

pekerjaannya. Sejalan dengan pemikiran Sutherland, Edelhertz 

menjelaskan white-collar crime sebagai tindakan ilegal atau 

serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara nonfisik dan 

dengan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang 

atau harta benda dan untuk memperoleh pemanfaatan perorangan. 

Agak bertolak belakang dengan Sutherland dan Edelhertz yang 
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menempatkan pelanggaran ketentuan hukum pidana sebagai 

karakteristik normatif dari white-collar crime, E.A. Ross justru 

meletakkan pelanggaran kaidah moral sebagai ciri kejahatan 

korporasi. Aspek moral ini jauh lebih penting daripada sisi hukum. 

Menurut Ross, kejahatan korporasi tidak diilhami oleh suatu 

dorongan jahat, tapi oleh hal yang tidak dirasakan moral (moral 

insensibility). Kata "moral insensibilitas" itu merupakan kata kunci 

untuk memahami kejahatan korporasi. Kita menyebutnya kejahatan 

karena ia sangat melukai perasaan kita tentang keadilan, kejujuran, 

solidaritas, dan tanggung jawab sosial. 

 
Gambar 9.1: Posisi Kejahatan Korporasi 

(Sumber: Data diolah penulis) 

 

Kejahatan korporasi harus dibedakan antara (Luthan 1994): 

1. Crimes for corporations 

Merupakan kejahatan korporasi. Corporate crimes are clearly 

committed for the corporation.  

2. Crime against corporation 

Sering dinamakan sebagai employee crime. 

3. Criminal corporation 

Korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk 

melakukan kejahatan. 

White Collar Crime

Kejahatan Okupasi

Memperoleh keuntungan 
pribadi dalam menjalankan 
kejahatan korporasi, seperti 
halnya dalam penggelapan 
dana-dana badan hukum.

Kejahatan Korporasi

Tindakan melanggar hukum 
korporasi mengatasnamakan 

badan hukum.
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kerugian BUMN otomatis menjerat jajaran direksinya sebagai 

pelaku korupsi?"  BJR membatasi ini jika prosedurnya rigid, tapi 

jaksa sering mengabaikannya. 

3. Pembuktian Mens Rea Korporasi dan Batasan KUHP 

KUHP mensyaratkan kesengajaan/kecemasan untuk pidana 

korporasi, tapi BJR mensyaratkan pembuktian itikad baik oleh 

terdakwa beban pembalikan ini bertentangan dengan prinsip 

pidana. Tantangan: Hakim kesulitan membedakan risiko bisnis 

sah vs kejahatan (e.g., pencucian uang, manipulasi pasar). "BJR 

dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam 

pertanggungjawaban pidana direksi apabila dapat membuktikan 

bahwa keputusan bisnis... memperhatikan prinsip BJR." 

4. Perlindungan Terbatas pada Pidana Pribadi, Bukan 

Korporasi 

BJR hanya melindungi direksi pribadi (UUPT), bukan korporasi itu 

sendiri dari sanksi pidana (denda/pembubaran per UU 

Lingkungan/Tipikor). Di BUMN, orientasi publik vs profit swasta 

memperlemah aplikasi. 
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Definisi dan Konseptualisasi Cybercrime  

Perkembangan teknologi digital yang meliputi internet berkecepatan 

tinggi, perangkat seluler, kecerdasan buatan, dan Internet of Things 

(IoT) telah menciptakan ekosistem sosial baru yang sepenuhnya 

terhubung (Kowalski et al., 2014). Perubahan ini tidak hanya 

membuat komunikasi dan aktivitas ekonomi lebih efisien, tetapi juga 

memudahkan pelaku kejahatan siber memanfaatkan kelemahan 

sistem digital saat ini. Kejahatan siber berbeda dari kejahatan biasa 

karena sifatnya yang tanpa batas, pelakunya sangat anonim berkat 

enkripsi dan jaringan anonim, dapat menyerang banyak target 

sekaligus dengan malware atau botnet, dan bergantung pada bukti 

digital yang sangat mudah diubah serta memerlukan metode forensik 

khusus. Kompleksitas ini menjadikan kejahatan siber sebagai 

fenomena kriminal baru yang menantang kerangka kerja kriminologi 

tradisional (Fukuda, 2020). 

Kebutuhan mempelajari cybercrime dari perspektif kriminologi 

semakin mendesak karena peningkatan signifikan kasus global dan 

kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan dolar setiap 

tahun (McGuire & Dowling, 2013). Selain itu, pola interaksi sosial 

dalam ruang digital telah mendorong lahirnya variasi kejahatan baru, 

seperti phishing, identity theft, sextortion, dan serangan ransomware 

yang mampu melumpuhkan layanan publik secara luas. Kompleksitas 

ini menuntut pembaruan teori, konsep, dan pendekatan analitis dalam 

kriminologi guna memahami perilaku pelaku, struktur peluang, dan 

dinamika sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan siber (Yar 

& Steinmetz, 2023). Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini 

bertujuan memberikan landasan konseptual tentang definisi 

cybercrime, karakteristiknya, urgensi kajian kriminologis, serta 

pendekatan analitis yang relevan. 

Kejahatan siber merupakan bentuk kriminalitas kontemporer 

yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dalam kajian kriminologi, cybercrime dipahami sebagai perbuatan 

melawan hukum yang menggunakan komputer, jaringan, atau 

perangkat digital baik sebagai sarana, objek, maupun ruang terjadinya 

kejahatan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak kejahatan 

ini mencakup berbagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang 
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Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti akses tanpa hak, 

penyadapan, manipulasi atau perusakan data, pemalsuan dokumen 

elektronik, penipuan berbasis digital, serta penyebaran konten 

terlarang (Rovida & Sasmini, 2024). 

Kejahatan siber dapat dipahami sebagai bentuk kriminalitas 

modern yang muncul dari kemajuan pesat teknologi informasi dan 

komunikasi. Dalam perspektif kriminologi, cybercrime mencakup 

tindakan melawan hukum yang menggunakan komputer, jaringan, 

atau perangkat digital sebagai sarana, objek, maupun lokasi terjadinya 

kejahatan (Wall, 2007). Dalam konteks hukum positif Indonesia, 

berbagai kejahatan ini diatur terutama dalam Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang meliputi akses 

tanpa hak, intersepsi ilegal, manipulasi data, pemalsuan dokumen 

elektronik, penipuan daring, serta penyebaran konten terlarang 

(Kementerian Kominfo, 2018). 

Secara umum, cybercrime dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori utama. Pertama, komputer sebagai sasaran, yaitu serangan 

yang secara langsung menargetkan sistem atau infrastruktur digital, 

seperti hacking, malware, atau ransomware yang bertujuan mencuri 

atau merusak data (Holt & Bossler, 2020). Kedua, komputer sebagai 

sarana, yaitu penggunaan perangkat digital untuk melancarkan 

kejahatan seperti phishing, online scam, pembajakan akun, atau 

distribusi materi ilegal. Ketiga, komputer sebagai elemen insidental, 

yakni ketika teknologi digital hanya menjadi alat bantu untuk 

kejahatan non-siber, seperti perdagangan orang, penipuan 

konvensional, atau peredaran narkotika melalui aplikasi pesan 

(Interpol, 2022). 

Pemahaman mengenai cybercrime juga berkaitan dengan tiga 

konsep fundamental dalam studi kejahatan digital. Pertama, ruang 

digital sebagai arena interaksi virtual tanpa batas fisik yang 

melahirkan peluang kejahatan baru. Kedua, anonimitas, yaitu 

kemampuan pelaku menyembunyikan identitas melalui teknik seperti 

enkripsi, VPN, dan TOR yang menghambat proses investigasi. Ketiga, 

sifat transnasional, yakni kejahatan yang melibatkan pelaku, korban, 

dan infrastruktur dari berbagai negara sehingga menciptakan 

tantangan yurisdiksi bagi penegakan hukum (UNODC, 2022). Ketiga 
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pengguna, misalnya mengklik tautan berbahaya atau terjebak 

rekayasa sosial (Easttom, 2022). Edukasi publik mengenai keamanan 

dan etika digital membantu menutup celah yang dieksploitasi oleh 

manipulasi psikologis. 

Pada tingkat organisasi, diperlukan infrastruktur keamanan yang 

terstruktur, seperti SOC, sistem deteksi dini, serta CERT/CSIRT untuk 

memastikan deteksi, respons, dan mitigasi insiden yang cepat dan 

efektif (ENISA, 2021). Secara makro, negara berperan penting melalui 

kebijakan keamanan siber nasional, pengaturan hukum, standar 

keamanan, koordinasi antarinstansi, dan kerja sama internasional 

untuk menciptakan ekosistem digital yang tangguh (UNODC, 2022). 

Selain itu, penanganan yang berorientasi pada hak korban juga 

esensial, meliputi bantuan hukum, dukungan psikologis, pemulihan 

akses digital, dan penghapusan konten merugikan, sebagai bagian dari 

tata kelola keamanan siber yang humanis dan inklusif (OHCHR, 2021). 
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Definisi Kriminologi 

Kriminologi jika melihat dari bahasa Belanda yaitu kriminologie, 

sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu criminology. Kata ini berasal 

dari bahasa Latin, yaitu crimen (crime/kejahatan) dan logos (ilmu). 

Sehingga jika dua kalimat tersebut digabungkan, secara harfiah 

diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Mustofa, 2010). 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan (knowledge) yang 

mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, serta mempelajari cara 

bagaimana penjahat melakukan kejahatannya, kemudian semaksimal 

mungkin berusaha untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan 

menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 

suatu kejahatan (AS & A., 2010). Istilah "kriminologi" untuk pertama 

kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli 

antropologi Perancis, pada tahun 1879; sebelumnya, istilah yang 

banyak digunakan adalah "antropologi kriminal" (AS & A., 2010).  

Sebagaimana yang telah didefinisikan diatas, bahwa kriminologi 

merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejahatan yang lingkupnya sangat luas, maka dengan keluasan 

tersebut diperlukan ilmu bantu yang dapat membantu tujuan dari 

kriminologi, diantaranya yaitu untuk memperoleh pengertian yang 

lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga 

sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan 

penyimpangan norma hukum, mencari cara yang lebih baik untuk 

dapat mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan 

sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi 

kejahatan (Nur Rodiah, n.d.), adapun ruang lingkup kajian ilmu 

kriminologi mencakup 3 hal pokok, yaitu :  

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana: Proses ini 

meliputi  

a. Definisi kejahatan 

b. Unsur-unsur kejahatan 

c. Relativitas pengertian kejahatan 

d. Penggolongan kejahatan 

e. Statistik kejahatan 
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2. Etiologi kriminal yaitu membahas teori-teori yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan, yang meliputi:  

a. Aliran atau mazhab kriminologi 

b. Teori kriminologi 

c. Berbagai perspektif kriminologi 

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 

breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 

kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif, tetapi juga 

reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 

pencegahan kejahatan. Pembahasan dalam bagian kegiatan adalah 

perlakukan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, antara lain:  

a. Teori-teori penghukuman 

b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, 

baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi (AS 

& A., 2010) 

 

Pendapat lain terkait ruang lingkup ilmu kriminologi juga 

disampaikan oleh W.A Bonger (Santoso, 2025) yang membagikan 

ruang lingkup kriminologi menjadi 2, yaitu kriminologi murni dan 

terapan :  

1. Kriminologi Murni meliputi antropologi kriminal, sosiologi 

kriminal, psikologi kriminal, psiko- dan neuropatologi kriminal, 

dan penologi. 

2. Kriminologi terapan meliputi higiene kriminal dan kriminalistik. 

Dengan demikian, pengertian dari kriminologi sangat beragam, di 

mana inti dari ilmu kriminologi yaitu kumpulan pengetahuan yang 

membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial (Sutherland & 

Cressey, 1974). 

 

Definisi Green Criminology 

Menentukan definisi Green Criminology memerlukan penerimaan 

berbagai konsep yang berbeda, tidak hanya pada apa yang dimaksud 

dengan kriminologi hijau (Green Criminology) tetapi juga mengenai 

apa yang ingin dicapainya, perspektif apa yang seharusnya 

dimasukkan, serta perspektif yang bertentangan mengenai apa 

artinya menjadi “hijau” (green) (Lynch et al., 2019). Rob White (White, 
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lingkungan yang penting, yang dikenal dengan istilah konteks 

progresif. Pendekatan ini dimulai dengan pelaku, yaitu pengguna 

sumber daya alam secara langsung, dan memperhatikan konteks 

dari tindakan atau ketidak tindakan mereka secara spesifik 

terhadap sumber daya alam (Clapp & Helleiner, 2012). Selain itu, 

pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik cara 

masyarakat memanfaatkan lingkungan, yang terkadang mengarah 

kepada penurunan atau kerusakan sumber daya, sehingga 

menimbulkan risiko bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. 

(Boyce, n.d.) 
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Konsep Kejahatan Lintas Negara (Tindak Pidana 

Transnasional)  

Batas-batas negara merupakan wilayah geografis yang mana yuridiksi 

penegakan hukum terletak. Pelaku kejahatan lintas negara (“tindak 

pidana transnasional”) menyeberangi batas-batas negara dengan 

berbagai cara dari negara lain, meskipun batas negara mungkin 

tampak sebagai penghalang terhadap kegiatan kriminal.  

Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan mobilitas manusia 

memperluas pengaruh tindak pidana transnasional yang tidak lagi 

bisa dijelaskan dengan teori tindak pidana konvensional (Aaronson 

and Shaffer 2021). Dengan demikian, pendekatan kriminologi menjadi 

penting untuk memahami motif, struktur, dan pola perilaku pelaku 

tindak pidana transnasional, sekaligus menilai efektivitas kebijakan 

penanggulangannya. 

Istilah "tindak pidana transnasional" digunakan oleh Badan 

Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tahun 1976 untuk menggambarkan kejahatan yang 

melampaui batas negara, melanggar hukum suatu negara, atau 

berdampak terhadap negara lain (P. Williams and D. Vlassis 2002). 

Walaupun tidak semua tindak pidana transnasional dilakukan oleh 

kelompok kriminal terorganisasi, istilah ini sering kali digunakan 

bersamaan dengan kejahatan terorganisasi transnasional. Menurut 

Gerhard Mueller (kriminolog), istilah "kriminologi" merujuk pada 

tindak pidana transnasional yang terdiri dari lima aktivitas: 1) 

Kejahatan bisnis, terorganisasi, kerah putih, dan korupsi; 2) kejahatan 

berkaitan dengan seni dan properti budaya lainnya; 3) alkoholisme 

dan penyalahgunaan narkoba; 4) kekerasan transnasional dan 

relevansi internasional; dan 5) migrasi dan pengungsian akibat 

bencana alam dan konflik (Natarajan 2021).  

PBB mendefinisikan tindak pidana transnasional pada tahun 

1994 sebagai tindak pidana yang terjadi di lebih dari satu negara; 

direncanakan di satu negara tetapi dilakukan di negara lain; 

melibatkan kelompok kriminal yang melakukan kegiatan kriminal 

melintasi batas negara; atau memiliki dampak melintasi batas negara 

(Neil Boister 2021). Selanjutnya definisi ini disahkan sebagai definisi 

tindak pidana transisional dalam Konvensi PPB tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Terorganisasi Lintas Negara (UNTOC) 

tahun 2000.  

UNTOC menciptakan fondasi penting untuk penyatuan hukum di 

antara negara dan memperkuat kerja sama penegak hukum 

internasional yang dilengkapi dengan tiga protokol tambahan, yaitu 

Protokol tentang Perdagangan Orang (terutama perempuan dan anak-

anak), Protokol tentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, 

dan Udara, dan Protokol tentang Pembuatan dan Perdagangan Ilegal 

Senjata Api, Komponen, dan Amunisinya (Neil Boister 2018). 

Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang terjadi di 

luar batas negara dan dianggap sebagai tindak pidana di setidaknya 

satu negara yang terlibat. Perdagangan manusia, penyelundupan 

migran, perdagangan narkoba, dan tindak pidana siber termasuk 

dalam kategori ini (Popko and Popko 2021). 

Tindak pidana transnasional tidak terbatas kepada fenomena 

hukum, tetapi juga masalah politik, sosial, dan ekonomi, sehingga 

sebuah tindak pidana dianggap ‘transnasional’ jika memenuhi salah 

satu dari sejumlah syarat alternatif pada Pasal 3 (2) UNTOC sebagai 

berikut: 

1. Terjadi di lebih dari satu negara (Boister 2003; Neil Boister 2018)  

Tindak pidana terjadi di dua atau lebih yurisdiksi, seperti dalam 

kasus perdagangan narkotika dari Kolombia ke Amerika Serikat 

melalui Meksiko. Karena melibatkan perbedaan sistem hukum dan 

peraturan antarnegara, penegakan hukumnya memerlukan kerja 

sama internasional melalui mekanisme seperti ekstradisi dan 

mutual legal assistance (MLA). 

2. Terjadi di satu negara, tetapi perencanaannya dilakukan di negara 

lain (Akkoyun and Çelik 2022); atau 

Meskipun pelaksanaannya berada dalam satu negara, tindak 

pidana dianggap transnasional bila unsur perencanaan, 

pendanaan, atau pengendaliannya berasal dari luar negeri. 

Misalnya, tindak pidana siber yang dirancang oleh pelaku di Rusia 

untuk menyerang sistem perbankan di negara lain. Kondisi ini 

mencerminkan karakter tindak pidana modern yang tanpa batas 

(borderless). 
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kapasitas negara dalam mengatur aktivitas ekonomi lintas batas 

(Cullen, F.T., Wilcox, P., and Agnew, R. 2018). Teori ini memandang 

bahwa tindak pidana transnasional merupakan konsekuensi 

langsung dari struktur ekonomi global yang eksploitatif, finansial 

digital, dan tatanan hukum internasional yang bias terhadap 

kepentingan negara dan korporasi kaya.  

Konsep cyber-capitalism membentuk lingkungan ekonomi 

global yang secara struktural kriminogenik (kecenderungan 

menghasilkan/penyebab tindak pidana) yang dapat merangsang 

setiap orang (Tafrate and Mitchell 2022). Sejalan dengan konsep 

criminogenic asymmetries dari Nikos Passas, ketimpangan politik, 

ekonomi, dan hukum mendorong permintaan serta peluang bagi 

aktivitas ilegal, sementara batas antara legal dan ilegal melebur 

melalui praktik pasar yang meniru logika tindak pidana (Nikos 

Passas 2016).  

Menurut Kriminologi Kritis Global, sistem kapitalisme global 

secara struktural menciptakan kondisi yang memfasilitasi tindak 

pidana transnasional melalui dua mekanisme utama (Dennis M. P. 

McCarthy 2013): eksploitasi ketimpangan ekonomi dengan 

mendorong kelompok rentan di negara berkembang masuk ke 

ekonomi ilegal, dan konsentrasi kekuasaan di tangan elite global 

yang memanfaatkan celah hukum internasional untuk melakukan 

praktik korporasi menyimpang. Tindak pidana transnasional 

dipahami bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi gejala 

ketidakadilan struktural dalam tatanan ekonomi-politik global 

dengan menegaskan perlunya transformasi sistemik. 
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Pendahuluan 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang 

dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang 

menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau berupa 

penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Termasuk di dalamnya 

ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Maulana et al., 2024). 

KDRT merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya 

diskriminasi terhadap perempuan, di mana diskriminasi ini tercermin 

dalam norma budaya, pembagian peran tradisional, serta relasi kuasa 

dalam keluarga yang sering kali melegitimasi dominasi laki-laki atas 

perempuan. Akibatnya, kekerasan tidak hanya dipandang sebagai 

persoalan pribadi, tetapi sebagai gejala sosial yang muncul dari 

ketimpangan dan praktik patriarki yang terus berlangsung dalam 

masyarakat. 

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengandung 

unsur seksual yang tidak diharapkan dan tidak dikehendaki oleh 

orang yang menjadi sasarannya. Perilaku ini memiliki ruang lingkup 

yang sangat luas dan dapat terjadi dalam berbagai situasi maupun 

lingkungan (Viola, 2023). Pelecehan seksual saat ini menjadi 

persoalan yang sangat memprihatinkan karena menunjukkan 

menurunnya nilai moral dan standar kesusilaan dalam masyarakat. 

Perilaku tersebut dilakukan oleh individu yang tindakannya tidak 

patut dicontoh dan bertentangan dengan norma sosial (Sinaga, 2018). 

KDRT dan pelecehan seksual sering terjadi di ruang yang 

dianggap “aman,” seperti rumah, sekolah, dan tempat kerja, sehingga 

menimbulkan dampak yang lebih kompleks, baik secara fisik, 

psikologis, maupun sosial bagi korban. KDRT dan pelecehan seksual 

juga memperlihatkan besarnya angka dark figure of crime, di mana 

banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang 

dialaminya (Sari, 2009). Rasa takut, rasa malu, serta ketergantungan 

ekonomi maupun emosional terhadap pelaku sering menjadi alasan 

utama mereka tetap bungkam (Adinda, 2021). Akibatnya, jumlah 

kejadian yang tercatat secara resmi sebenarnya hanya 

menggambarkan sebagian kecil dari realitas yang ada.  

Perspektif kriminologi memandang KDRT dan pelecehan seksual 

sebagai isu yang sangat penting karena keduanya berkaitan dengan 
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relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, serta ketimpangan sosial dalam 

masyarakat. Kedua bentuk kekerasan tersebut tidak hanya lahir dari 

faktor-faktor individual, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya, 

kondisi ekonomi, tekanan lingkungan sosial, dan sistem patriarki yang 

telah lama mengakar. Pendekatan kriminologis diperlukan untuk 

memahami bagaimana kekerasan ini muncul, bagaimana masyarakat 

meresponsnya, serta apa saja hambatan dalam penegakan hukum dan 

perlindungan korban. 

Selain itu, kriminologi juga mengkaji bagaimana respons sistem 

peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, 

sangat berperan dalam menentukan sejauh mana perlindungan 

terhadap korban dapat diwujudkan. Rendahnya tingkat pelaporan, 

minimnya perspektif gender dalam penanganan kasus, serta belum 

optimalnya layanan pemulihan menunjukkan bahwa perbaikan 

sistemik masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, memahami KDRT 

dan pelecehan seksual melalui kacamata kriminologi memberikan 

gambaran lebih utuh tentang akar persoalan, dinamika kekerasan, 

hingga tantangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.  

 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk 

kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dapat 

menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya. 

Fenomena ini muncul ketika salah satu pihak merasa memiliki 

kekuasaan lebih sehingga menindas atau mengontrol pihak lainnya. 

Pada lingkup rumah tangga, siapa pun dapat menjadi pelaku maupun 

korban, tanpa terikat pada peran ataupun kedudukannya di dalam 

keluarga. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan lebih 

sering menjadi korban, sementara laki-laki cenderung menjadi pelaku, 

terutama karena pengaruh kuat budaya patriarki dalam masyarakat 

(Rosita, 2025). Selain itu, pemahaman tertentu terhadap ajaran agama 

terkadang digunakan untuk membenarkan ketimpangan tersebut, 

sehingga perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan 

kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan.  

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT), yang termasuk dalam kategori rumah 
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Statistik Kejahatan Nasional 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh 

rakyat Indonesia serta semua wilayah Indonesia. Tanggung jawab 

negara termasuk didalamnya menjamin keselamatan dan keamanan 

bagi setiap warga dari berbagai ancaman kejahatan sebagai bagian 

dari upaya melindungi bangsa. Statistik kriminal diperlukan sebagai 

tolak ukur perumusan kebijakan berdasarkan data akurat yang 

berkaitan dengan kriminalitas dan ancaman keamanan nasional. Data 

tersebut menjadi tolak ukur pemerintah untuk mengidentifikasi 

permasalahan, mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran, 

mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah yang telah diterapkan, 

dan memprediksi tren kejahatan di masa depan. 

Berikut adalah data Jumlah Kejahatan dan Tingkat Resiko 

Kejahatan Tahun 2022-2023. 

 

Tabel 14.1 Data Jumlah Kejahatan dan  

Tingkat Resiko Kejahatan Tahun 2022-2023 

Tahun Jumlah Kejahatan Tingkat Resiko Kejahatan 

2022 372.965 137 

2023 584.991 214 

Sumber: Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik Vol 15, Tahun 2024  

 

Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan 

dalam total kejahatan pada tahun 2023, dari 372.965 pada tahun 2022 

menjadi 584.991 kasus. Penduduk yang mengalami tindakan kriminal 

naik dari 137 kasus menjadi 214 kasus di tahun 2013. Peningkatan 

kualitas sistem Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang efisien dan 

akurat diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap masalah tindak pidana yang ia alami dan 

mendapatkan solusi hukum. Penanggulangan masalah kejahatan di 

masyarakat memerlukan sinergi antara masyarakat dan kepolisian 

khususnya agar dapat memberikan lingkungan yang aman bagi 

masyarakat Indonesia. 
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Definisi Kenakalan Remaja Menurut Para Ahli 

1. M. Gold and J. Petronio 

Kenakalan anak (juvenile delinquency) adalah tindakan seseorang 

yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui 

oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu diketahui oleh 

petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Kenakalan remaja dibagi 

menjadi empat jenis, yaitu: (Adang, 2013) 

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain 

seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, 

pembunuhan, dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menyebabkan korban materiil seperti 

perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak 

orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat 

d. Kenakalan yang melawan status seperti membantah orang tua, 

berbohong kepada orang tua, membolos sekolah 

 

2. Jensen 

Kenakalan remaja terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu: (Farid, 

2014) 

a. Perilaku yang melanggar hukum seperti melanggar rambu-

rambu lalu lintas, mencuri, merampok, memperkosa; 

b. Perilaku yang membahayakan orang lain dan diri sendiri 

seperti kebut-kebutan di jalan, menerobos rambu-rambu lalu 

lintas, merokok, dan narkoba; 

c. Perilaku yang menimbulkan korban materi seperti mencuri, 

memalak, merusak fasilitas sekolah maupun fasilitas umum 

lainnya; dan 

d. Perilaku yang menimbulkan korban fisik, seperti tawuran 

antar sekolah atau berkelahi dengan teman satu sekolah dan 

sebagainya. 

Kenakalan remaja merupakan salah satu jenis perilaku 

menyimpang. Perilaku tersebut berpotensi merugikan diri sendiri. 

Kenakalan remaja merupakan perbuatan-perbuatan yang 

melanggar norma-norma di masyarakat seperti norma kesopanan, 

norma kesusilaan, dan norma hukum. 
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2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Sanksi bagi remaja yang melakukan kenakalan remaja dalam 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dibagi 

menjadi pidana dan tindakan. Tipe sanksi yang diberikan berdasarkan 

pada usia pelaku. Pelaku remaja yang berumur di bawah 14 tahun 

diberikan sanksi tindakan yang meliputi penyerahan kepada orang 

tua/wali, perawatan di lembaga pemerintah, dan penyuluhan 

masyarakat. Sanksi pidana penjara diberikan kepada remaja yang 

berusia 15 tahun ke atas. Sanksi ini meliputi pidana utama dan pidana 

tindakan. Pidana utama diantaranya meliputi peringatan, pidana 

bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, dan penjara. Pidana 

tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. 
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Pengertian Sistem Peradilan Pidana 

Sistem Peradilan Pidana adalah mekanisme terpadu penegakan 

hukum pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 

lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mencapai keadilan. Menurut 

Muladi (1995), Sistem Peradilan Pidana terdiri atas physical system, 

unsur yang bekerja terkoordinasi, dan abstract system, rangkaian 

gagasan yang saling bergantung. Kadish dan G. Hazard Jr. meninjau 

Sistem Peradilan Pidana dari pendekatan normatif, administratif, dan 

sosial, yang menekankan pelaksanaan peraturan, mekanisme 

organisasi, dan interaksi dengan masyarakat secara saling melengkapi 

(Atmasasmita, 1996). 

Sebagai open system, Sistem Peradilan Pidana memproses input 

menjadi output berupa resosialisasi, pencegahan kejahatan, dan 

peningkatan kesejahteraan sosial, sekaligus dipengaruhi dinamika 

sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi. Berbeda dengan 

sistem sosial lain, Sistem Peradilan Pidana dapat menghasilkan 

unwelfare, seperti perampasan kemerdekaan, untuk mencapai tujuan 

welfare, yaitu rehabilitasi pelaku (Muladi, 1995). 

Secara historis, konsep criminal justice system berkembang di 

Amerika Serikat sebagai respons terhadap pendekatan law and order 

yang dianggap kurang efektif (Atmasasmita, 1996). Sistem Peradilan 

Pidana mencakup penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, 

dan pelaksanaan putusan, serta terdiri atas substansi, struktur, dan 

budaya hukum (Supriyanta, 2003; Friedman, 2001). Romington and 

Ohlin menekankan pentingnya interaksi peraturan, praktik 

administratif, dan dinamika sosial untuk menghasilkan keluaran 

efisien (Atmasasmita, 2010). 

Menurut Mardjono Reksodipoetro (1994), Sistem Peradilan 

Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan 

seluruh aparat penegak hukum dengan tujuan menanggulangi 

kejahatan sesuai toleransi sosial (Atmasasmita, 2010). Muladi (2001) 

menekankan Sistem Peradilan Pidana sebagai jaringan lembaga 

berlandaskan hukum pidana materiil dan formil. Tujuannya 

mencakup pencegahan korban, penyelesaian perkara adil, 

pemidanaan pelaku, dan pencegahan pengulangan, yang harus 

dijalankan sebagai integrated criminal justice system agar evaluasi, 
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koordinasi, dan tanggung jawab antar-lembaga jelas (Reksodipoetro, 

1994). 

Adnan Buyung Nasution (2007) menegaskan Sistem Peradilan 

Pidana bukan sekadar mekanisme pemidanaan, tetapi upaya 

penegakan keadilan dan pencegahan kejahatan. Kesamaan tujuan 

antar-komponen penting untuk membentuk sistem koheren 

(Reksodipoetro, 1994), dan pendekatan normatif, administratif, serta 

sosial secara simultan mempengaruhi strategi penanggulangan 

kejahatan (Atmasasmita, 2010). 

 

Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana 
1. Fungsi Sistem Peradilan Pidana 

Fungsi Sistem Peradilan Pidana tidak hanya menegakkan hukum, 

tetapi juga meliputi rehabilitasi dan resosialisasi pelaku melalui 

lapas agar tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus berperan 

sebagai pengawas sosial untuk menegakkan norma hukum, 

melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan rasa aman. 

Menurut Rusli Muhammad (2008), fungsi Sistem Peradilan 

Pidana mencakup: 

a. Preventif, yaitu pengawasan sosial untuk mencegah kejahatan 

melalui mekanisme sistem dan upaya pendukung. 

b. Represif, yaitu penindakan terhadap pelaku melalui 

pelaksanaan hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum 

pelaksanaan pidana. 

Muladi (1995) menambahkan bahwa Sistem Peradilan Pidana 

memiliki dimensi ganda: sebagai sarana pengendalian kejahatan 

(crime containment system) dan pencegahan sekunder (secondary 

prevention) melalui deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana. 

 

2. Manfaat Sistem Peradilan Pidana 

Jika diterapkan secara konsisten dan terpadu antar-subsistem, 

Sistem Peradilan Pidana tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi 

juga: (Abdussalam & Sitompul, 2007) 

a. Menghasilkan data statistik kriminal terpusat yang 

mendukung kebijakan kriminal terpadu. 

b. Menilai keberhasilan dan kegagalan subsistem dalam 

penanggulangan kejahatan. 
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paling lambat sepuluh hari sebelum masa tahanan berakhir. 

Persidangan tidak hanya memeriksa dan memutus perkara, tetapi 

juga menjamin tercapainya keadilan substantif bagi semua pihak. 

 

4. Tahap Eksekusi Putusan 

Tahap eksekusi putusan merupakan langkah akhir dalam 

peradilan pidana di Indonesia, bertujuan menegakkan keadilan 

dan memastikan efektivitas pelaksanaan putusan. Menurut Pasal 

270–276 KUHAP, pelaksanaan menjadi kewenangan jaksa 

penuntut umum setelah putusan berkekuatan hukum tetap, 

dengan panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada 

jaksa. Bentuk eksekusi disesuaikan dengan jenis pidana, seperti 

pidana badan, denda, atau tindakan terhadap barang bukti. Jaksa 

bertugas menyerahkan terpidana ke lapas atau menagih denda, 

termasuk menggunakan tindakan paksa bila perlu (Pasal 271 

KUHAP). Pelaksanaan eksekusi harus menjamin hak terpidana 

dan prinsip keadilan, sehingga eksekusi menjadi bagian integral 

Sistem Peradilan Pidana yang adil, transparan, dan sesuai hukum, 

sekaligus memperkuat legitimasi serta kepercayaan masyarakat. 
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Pendahuluan 

Pencegahan kejahatan menjadi fokus utama dalam kajian kriminologi 

modern karena dinamika kejahatan yang semakin kompleks dan 

berkembang seiring perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. 

Strategi pencegahan kejahatan juga menjadi perhatian global, 

sebagaimana ditegaskan dalam studi kriminalitas transnasional yang 

menunjukkan bahwa ancaman kejahatan lintas negara meningkat 

tajam dalam lima tahun terakhir (Surya Dharma, 2021). Peningkatan 

kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, dan kejahatan 

berbasis digital memperkuat kebutuhan pendekatan pencegahan yang 

lebih komprehensif. 

Di Indonesia, peningkatan angka kriminalitas telah menjadi 

sorotan berbagai penelitian yang menyoroti tren naik-turunnya 

kejahatan dalam kurun 2018–2023. Studi empiris menunjukkan 

bahwa angka korban kejahatan di Indonesia meningkat pada periode 

pascapandemi. Pencurian, kekerasan, dan penipuan tetap menjadi 

kasus dominan, menunjukkan bahwa pendekatan represif belum 

cukup menekan tingkat kejahatan secara berkelanjutan (Ernu, 2023). 

Perubahan lanskap kejahatan semakin dipengaruhi oleh 

teknologi digital. Penelitian terkini mencatat bahwa kejahatan siber di 

Asia Tenggara tumbuh pesat dengan modus seperti phishing, romance 

scam, dan penipuan kripto yang menyebabkan kerugian signifikan. 

Temuan tersebut menegaskan perlunya strategi pencegahan 

kejahatan yang tidak hanya berfokus pada ruang fisik, tetapi juga 

ruang digital.  

Secara konseptual, pencegahan kejahatan merupakan upaya 

sistematis untuk mengurangi faktor risiko dan peluang terjadinya 

kejahatan sebelum terjadi. Model pencegahan modern menekankan 

kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sebagai fondasi 

utama. Pendekatan ini menuntut pemerintah mengintegrasikan data 

kriminal, intervensi sosial, serta evaluasi rutin untuk meningkatkan 

ketahanan masyarakat terhadap kejahatan (Agung, Hafrida, and 

Erwin, 2022). Pendekatan evidence-based crime prevention 

mendapatkan dukungan kuat dalam literatur. Penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan yang didasarkan pada 

temuan empiris lebih efektif dalam mengurangi peluang kejahatan, 



Pencegahan Kejahatan (Prevention of Crime) 

 

235 Subaidah Ratna Juita 

khususnya di kawasan perkotaan padat. Penerapan analisis spasial, 

pemetaan kejahatan, dan pemantauan pola perilaku pelaku menjadi 

komponen penting. 

Salah satu pendekatan dominan adalah Situational Crime 

Prevention (SCP). Ramadhani mengelompokkan strategi SCP ke dalam 

lima kategori utama: meningkatkan usaha pelaku, meningkatkan 

risiko tertangkap, mengurangi keuntungan, mengurangi provokasi, 

dan menghilangkan alasan. Pendekatan SCP terbukti efektif 

digunakan untuk mitigasi kejahatan berbasis teknologi, termasuk 

cyber fraud dan kecurangan di sektor bisnis. Pendekatan lain yang 

berkembang adalah Crime Prevention Through Environmental Design 

(CPTED). Meta-analysis menunjukkan bahwa CPTED mampu 

menurunkan angka kejahatan melalui elemen desain seperti 

visibilitas, kontrol akses, dan pengawasan alami. Studi di Amerika 

Serikat menemukan bahwa penerapan CPTED di lingkungan 

permukiman mampu menekan rasa takut masyarakat terhadap 

kejahatan (Ashidiq, Kurniawan, and Ronaldi, 2025). 

Integrasi CPTED dengan pemberdayaan komunitas (Community-

Based Crime Prevention/CBCP) menjadi tren baru yang semakin 

diperkuat penelitian. Revitalisasi ruang publik melalui partisipasi 

warga mampu menurunkan tingkat kriminalitas secara signifikan. 

Aktivitas sosial yang tinggi menciptakan pengawasan alami yang 

efektif mencegah kejahatan. Pendekatan berbasis komunitas ini 

sejalan dengan berkembangnya konsep Neighborhood Watch modern 

di berbagai negara. Dalam konteks Asia Tenggara, CBCP terbukti 

efektif dalam menekan kejahatan transnasional. Penelitian mengenai 

wilayah perbatasan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat 

lokal mampu mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang 

dan penyelundupan. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara 

komunitas, lembaga lokal, dan aparat penegak hukum. 

Di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa SCP dan 

CPTED relevan untuk menangani peningkatan kejahatan jalanan dan 

pencurian di perkotaan. Dalam aspek kelembagaan, penelitian terbaru 

menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan sangat 

dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan koordinasi antar-instansi. 

Hambatan struktural, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya 
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integrasi kebijakan menyebabkan berbagai program pencegahan 

belum maksimal (Riyadi, 2018). 

Teori aktivitas rutin tetap menjadi dasar bagi banyak pendekatan 

pencegahan kejahatan modern. Dalam teori tersebut, kejahatan 

terjadi ketika pelaku termotivasi berjumpa dengan target yang sesuai 

tanpa kehadiran pengawas yang mampu. Modifikasi ruang fisik 

melalui CPTED atau peningkatan risiko melalui SCP merupakan 

penerapan langsung teori ini. Namun, sejumlah penelitian lima tahun 

terakhir menunjukkan adanya kesenjangan implementasi di negara 

berkembang. Studi mengenai pencegahan kejahatan di Indonesia 

menemukan bahwa banyak program tidak berkelanjutan karena 

minimnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya lokal 

(John Kenedi, 2017). Hal ini membuat efektivitas program sering tidak 

stabil dari waktu ke waktu. 

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa pencegahan 

kejahatan yang efektif membutuhkan integrasi antara SCP, CPTED, 

intervensi sosial, dan pemberdayaan komunitas. Namun, keberhasilan 

integrasi tersebut sangat bergantung pada penyesuaian konteks 

sosial, budaya, dan lingkungan lokal, terutama di negara dengan 

keragaman tinggi seperti Indonesia. Karena itu, penelitian tentang 

pencegahan kejahatan menjadi penting tidak hanya untuk 

memperkuat pengembangan teori kriminologi, tetapi juga untuk 

memperbaiki desain kebijakan yang lebih empiris, adaptif, dan 

berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. 

 

Definisi Pencegahan Kejahatan 
Pencegahan kejahatan merupakan serangkaian upaya sistematis yang 

dirancang untuk mengurangi peluang, faktor risiko, serta kondisi 

sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dalam literatur 

kriminologi, konsep ini berkembang dari pendekatan yang berfokus 

pada aparat penegak hukum menuju strategi yang lebih luas 

mencakup aspek sosial, lingkungan, dan komunitas. Welsh dan 

menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan 

setelah kejahatan terjadi, melainkan dengan mengintervensi kondisi 

yang dapat mendorong terjadinya perilaku kriminal. Dengan 

demikian, orientasi pencegahan lebih menekankan tindakan proaktif 

daripada responsif (Putri et al., 2025). 
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Konsep Dasar Kriminalisasi dan Perkembangannya 1di 

Indonesia  

Kriminalisasi merupakan konsep fundamental dalam kriminologi dan 

hukum pidana yang merujuk pada proses penetapan suatu perbuatan 

sebagai tindak pidana oleh negara. Dalam perspektif teoritis, 

kriminalisasi bukan sekadar penempelan label “kejahatan” pada suatu 

tindakan, melainkan sebuah proses politik-sosial yang melibatkan 

pertimbangan nilai, kepentingan, relasi kekuasaan, dan dinamika 

sosial dalam masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu 

dianggap sebagai kejahatan bukan hanya karena secara inheren salah, 

tetapi karena negara memilih untuk mengaturnya melalui perangkat 

pidana (Pettit, 2014). 

Dalam teori hukum pidana, kriminalisasi dipahami sebagai 

bagian dari pembentukan peraturan-peraturan pidana baru atau 

perluasan delik yang sudah ada. Proses ini melibatkan pertimbangan 

mengenai larangan apa saja yang layak diberi sanksi pidana, serta 

bagaimana pidana digunakan secara efektif, proporsional, dan 

mencerminkan tujuan hukum. Oleh sebab itu, kriminalisasi tidak 

dapat dipisahkan dari politik hukum pidana yang dianut suatu negara 

pada periode tertentu (S. M. T. Situmeang, 2022). 

Sementara itu, dalam perspektif kriminologi, kriminalisasi 

merupakan mekanisme kontrol sosial formal yang digunakan negara 

untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Kriminologi menyoroti 

bagaimana faktor ekonomi, budaya, sosial, dan politik memengaruhi 

keputusan negara dalam menentukan suatu perilaku sebagai 

kejahatan. Dengan kata lain, kriminalisasi dipandang bukan hanya 

sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai refleksi dari konflik 

kepentingan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. 

Tujuan utama kriminalisasi adalah melindungi kepentingan 

hukum masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. 

Kepentingan hukum tersebut dapat berupa hak hidup, harta benda, 

kebebasan, kehormatan, serta keamanan publik. Dengan menetapkan 

perbuatan tertentu sebagai tindak pidana, negara berupaya 

menciptakan mekanisme perlindungan hukum terhadap nilai-nilai 

fundamental yang dipandang vital bagi kelangsungan masyarakat. 
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Selain perlindungan kepentingan hukum, kriminalisasi juga 

bertujuan menjaga ketertiban sosial. Dalam masyarakat modern yang 

kompleks, kontrol sosial tidak dapat mengandalkan norma informal 

semata, tetapi membutuhkan regulasi formal untuk menata hubungan 

antarindividu. Melalui kebijakan kriminalisasi, negara berusaha 

meminimalkan potensi konflik dan memastikan terciptanya stabilitas 

sosial melalui pengaturan terhadap perilaku yang menimbulkan 

gangguan ketertiban. 

Fungsi lainnya dari kriminalisasi adalah menjaga moral publik, 

yakni nilai-nilai etika dan kesusilaan yang dianggap penting oleh 

masyarakat. Namun, tujuan ini sering menimbulkan kontroversi, 

karena apa yang dianggap “moral” dapat sangat subjektif dan 

dipengaruhi oleh budaya mayoritas. Di sinilah problem kriminalisasi 

berbasis moral muncul, terutama ketika negara menetapkan larangan 

pidana terhadap perilaku yang tidak menimbulkan kerugian langsung 

terhadap orang lain (victimless crimes), tetapi dianggap menyimpang 

secara sosial. Kriminalisasi juga memiliki hubungan erat dengan 

kebijakan hukum pidana (penal policy). 

Kebijakan ini mencakup strategi dan pilihan negara dalam 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan 

kejahatan. Oleh karena itu, keputusan untuk mengkriminalisasi suatu 

perbuatan harus diselaraskan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, 

keadilan, dan keterjangkauan sistem peradilan pidana. Kriminalisasi 

tidak boleh ditempatkan sebagai solusi utama, tetapi harus 

dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan 

overcriminalization. 

Dalam konteks pembangunan hukum, kriminalisasi harus 

dipahami sebagai instrumen terakhir yang digunakan apabila 

mekanisme hukum lain tidak memadai. Di sinilah prinsip ultimum 

remedium memainkan peran penting. Hukum pidana seharusnya 

menjadi pilihan terakhir karena bersifat represif dan memiliki 

konsekuensi serius bagi kebebasan individu. Dengan demikian, 

kebijakan kriminalisasi yang ideal adalah kebijakan yang 

proporsional, berdasarkan bukti ilmiah, menjaga keseimbangan 

antara kepentingan negara dan masyarakat, serta sejalan dengan 

pengakuan hak asasi manusia (Husak, 2004). 
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pidana. Banyak kasus yang saat ini dikriminalisasi sebenarnya bersifat 

administratif atau kontraktual, sehingga penyelesaiannya lebih tepat 

melalui mekanisme non-pidana. Pemisahan ini akan mengurangi 

tekanan pada sistem peradilan pidana dan memastikan pidana 

digunakan hanya untuk kasus yang benar-benar merugikan 

kepentingan hukum yang nyata. 

Pendekatan berbasis bukti dan evaluasi empiris menjadi fondasi 

penting dalam reformasi. Setiap pasal atau kebijakan yang potensial 

menimbulkan overcriminalization harus diuji berdasarkan data 

empiris mengenai dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Evaluasi ini 

memungkinkan perumusan kebijakan kriminalisasi yang realistis, 

efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Fernando, 

Wulandari, & Putra, 2023). 

Secara keseluruhan, arah pembaruan kebijakan kriminalisasi di 

Indonesia harus menekankan keseimbangan antara perlindungan 

kepentingan hukum, pemenuhan HAM, dan proporsionalitas pidana. 

Dengan memperkuat prinsip ultimum remedium, harm principle, 

restorative justice, profesionalisme aparat, dan pengawasan publik, 

hukum pidana dapat kembali berfungsi sebagai instrumen keadilan 

yang menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. 

Dengan demikian, reformasi kriminalisasi bukan hanya soal revisi 

undang-undang atau penghapusan pasal-pasal karet, tetapi juga 

perubahan paradigma penegakan hukum secara menyeluruh. 

Pendekatan yang holistik ini memungkinkan terciptanya sistem 

hukum pidana yang responsif terhadap dinamika sosial, berkeadilan 

bagi semua kelompok masyarakat, dan mendukung pembangunan 

hukum yang demokratis serta berbasis HAM di Indonesia. 
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